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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneltian terkait dengan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial 

di Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pengelolaan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2015-2017 dalam pelaksanaannya 

telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan 

tahapan-tahapannya belum tepat pada sasarannya. 

2. Pada tahap perencanaan, sudah dikatakan efektif karena Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaannya sudah memperhatikan 

permintaan masyarakat melalui proposal yang diajukan oleh masyarakat. 

Namun pada tahapannya, Badan Pengelolaan Keangan dan Aser Daerah 

hanya merencanakan 2 (dua) item belanja bantuan sosial yaitu belanja 

bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok 

masyarakat dan anggota masyarakat dan belanja bantuan kepada partai 

politik. 

3. Pada tahap pelaksanaan, dikatakan kurang efektif karena dari besarnya 

anggaran yang ditetapkan masih terdapat banyak anggaran yang tersisa.  

Selain itu juga, pihak yang membutuhkan diperlukan pembinaan mengenai 

ketidak lengkapan persyaratan administratif yang menjadi syarat penerimaan 

bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial masih saja diberikan berdasarkan 

proposal yang diajukan, dalam hal ini kelompok masyarakat miskin/ 



85 
 

masyarakat tertinggal dan terlantar belum sama sekali menerima bantuan 

sosial berdasarkan angaran yang ditetapkan setiap tahun.  

4. Pada tahap pengawasan, dikatakan kurang efektif juga, kerana pada tahp ini 

ditemukan dari masyarakat penerima bantuan sosial masih salah 

menyalahgunakan bantuan yang diberikan atau tidak sesuai denga 

peruntukannya. Oleh karena itu diharapkan tim pengawasan dari BPK akan 

memberikan penejelasan terkait dengan penggunaan bantuan sosial tersebut 

dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapan bersama.  

5. Pada tahap pelaporan, pada tahap sudah dikatakan efektif karena para 

penerima bantuan sosial telah melapirkan bukti pertanggungjawabannya 

yang lengkap sesuai dengan pertauran yang berlaku.  Setelah bendahara 

pengeluaran menerima laporan pertanggungjawabannya yang lengkap, maka 

harus melaporkannya secara keseluruhan penggunaan bantuan sosial tersebut 

paling lambat 3 bulan setelah bantuan sosial disalurkan  

6. Tahap pertanggungjawaban, pada tahap ini dikatakan kurang efektif karena 

para penerima bantuan sosial sering terlambat memberikan laporan 

pertanggungjawabannya, sehingga instansi pengelola bantuan sosial 

(BPKAD) langsung turun kepada para penerima bantuan sosial untuk 

mengambil pertanggunjawaban mereka.  
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1.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, agar dapat 

meningkatkan pelayanan infrastruktur seperti kelayakan jalan ke daerah 

terpencil agar proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan 

baik,dan juga melakukan sosialisaisi kepada angggota masyarakat terkait 

prosedur penerimaan bantuan sosial  

2. Bagi instasi pengelolaan bantuan sosial dalam hal ini Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diharapkan agar lebih selektif dalam 

mengelola bantuan sosial sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat 

terealisasi dengan baik dan juga bantuan tersebut dapat diterima oleh 

masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan agar tidak ada dana 

yang tersisa pada setiap tahun anggaran. Instansi pengelolaan bantuan sosial 

juga diharapkan agar bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap 

penerima bantuan sosial agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan 

sesuai dengan kebutuhan. 

3. Bagi masyarat penerima bantuan sosial, agar dapat menggunakan bantuan 

yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan serta melakukan laporan 

pertaggungjawaban sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 
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